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Abstract 
Investigators in making arrests against someone who is suspected of having committed a crime, the investigator 
must have sufficient evidence, both regarding the elements of the crime being suspected and regarding the 
identity of the person suspected. However, in practice it does not rule out the possibility that in the process of 
catching wrong arrests. The occurrence of wrong arrests by Polri Investigators, in legal terms is called an error 
in persona, which means a mistake or oversight regarding the person. Victims of wrongful arrests have a loss 
that must be handled immediately, especially immaterial losses. The main loss is related to the slander of their 
good name by the negative stigma from the surrounding community. Compensation given by the State to 
Victims of wrongful arrests in material form, is not enough to restore their good name. The irony is that when 
the negative stigma against them occurs, not only the right to independence is lost, but the right to socialize is 
also suppressed, so that in addition to demands for compensation from the State, rehabilitation is also needed for 
victims of wrongful arrests. Article 1 point (20) of the Criminal Procedure Code that arrest is an act of an 

investigator in the form of temporarily restraining the freedom of a suspect or defendant if there is sufficient 
evidence for the purposes of investigation or prosecution and or trial in matters according to the method 
regulated in this law. This study uses a normative juridical method, namely all sources are taken from 
literature, laws, journals, internet and other media. The functions of the Indonesian National Police in law 
enforcement in Indonesia are in the fields of maintaining public order and security, law enforcement, protection, 
protection, and service to the community. Carry out the investigation process up to case investigation. Legal 
protection for victims of wrongful arrests or mistakes in investigations regulated in the Criminal Procedure 
Code is the provision of compensation and rehabilitation. The mechanism for filing a claim for compensation as 
a result of illegal detention is regulated in Article 95 of the Criminal Procedure Code. The responsibility of 
National Police investigators for victims of wrongful arrests is contained in 3 (three) matters. First, criminal 
liability regulated in Article 333 of the Criminal Code, Article 334 of the Criminal Code, Article 335 of the 
Criminal Code. Second, civil liability, which is a form of compensation to victims of wrongful arrests and 
thirdly, administrative and disciplinary accountability. 
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Abstrak 
Penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap seseorang yang disangka telah melakukan suatu 

tindak pidana, penyidik harus memiliki cukup bukti, baik mengenai unsur tindak pidana yang 
dipersangkakan maupun mengenai identitas seseorang yang disangka tersebut. Namun dalam 

praktiknya tidak menutup kemungkinan bahwa dalam proses penangkapan terjadi salah tangkap. 

Terjadinya salah tangkap oleh Penyidik Polri, dalam istilah hukum disebut dengan error in persona 
yang artinya kekeliruan atau kekhilafan mengenai orangnya. Korban salah tangkap memiliki suatu 

kerugian yang harus segera dilakukan penanganan, khususnya pada kerugian immateriil. Kerugian 
yang utama adalah terkait tercemarnya nama baik mereka oleh stigma negatif dari masyarakat 

sekitar. Kompensasi yang diberikan oleh Negara terhadap Korban salah tangkap yang berbentuk 
materiil, belum cukup untuk mengembalikan nama baik mereka. Ironisnya adalah ketika stigma 

https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum
https://jurnal.darmaagung.ac.id/p-ISSN%202686-5432
https://jurnal.darmaagung.ac.id/e-ISSN%202686-5440
mailto:isangek123@gmail.com
mailto:2.arohwamaty2021@gmail.com
mailto:gomgomsiregar@gmail.com
mailto:4.yosepinn@yahoo.co.id


 

307 
 

PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI DALAM KAITAN TERJADINYA SALAH 

TANGKAP 

Muhammad Ikhsan 1), Arowamati Laia 2), Gomgom T.P Siregar 3), Nanci Yosepin Simbolon 4) 

 

negatif terhadap mereka tersebut terjadi, bukan hanya hak kemerdekaannya saja yang hilang, namun 
hak untuk bersosial pun juga tertindas, sehingga disamping adanya tuntutan ganti rugi kepada 

Negara, maka juga dibutuhkan rehabilitasi terhadap korban salah tangkap. Pasal 1 angka (20) 
KUHAP bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan 

sementara waktu tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan 
penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu segala sumber di ambil dari 

kepustakaan, undang-undang, jurnal, internet dan media lainnya. Fungsi polri dalam penegakan 
hukum di Indonesia di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Melakukan proses penyelikan 
hingga penyidikan perkara.Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap atau kesalahan 

dalam penyidikan yang diatur dalam kuhap adalah dengan pemberian ganti kerugian dan 
rehabilitasi. Mekanisme pengajuan tuntutan ganti rugi sebagaimana akibat dari penahanan yang 

tidak sah diatur dalam pasal 95 KUHAP. Pertanggungjawaban penyidik polri terhadap korban salah 

tangkap terdapat dalam 3 (tiga) hal. Pertama, pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Pasal 
333 KUHP, Pasal 334 KUHP, Pasal 335 KUHP. Kedua, pertanggungjawaban perdata yaitu bentuk 

ganti rugi kepada korban salah tangkap dan ketiga pertanggungjawaban admisnistratif dan displin.  
Kata Kunci : Penyidik Polri, Salah Tangkap 

PENDAHULUAN 

Sejalan dengan Pembukaan 
UUD NKRI Tahun 1945, maka Negara 
Republik Indonesia adalah Negara 
Kesatuan yang berlandaskan hukum 
dan memiliki tugas dan 
tanggungjawab untuk memelihara 
kehidupan yang aman, damai dan 
sejahtera serta ikut secara aktif 
memelihara perdamaian dunia. 
Berkaitan dengan hal tersebut, untuk 
mencapai tujuan tersebut, Pemerintah 
wajib memelihara dan menegakkan 
kedaulatan dan melindungi tiap-tiap 
Warga Negara dari setiap ancaman 
atau tindakan destruktif 
(pengrusakan) baik dari dalam 
maupun dari luar negeri. Hukum yang 
berlaku di Negara Republik Indonesia 
adalah Hukum Tata Negara, Hukum 
Pidana, Hukum Perdata dan Hukum 
Administrasi Negara. “ 1 Cabang-
cabang hukum tersebut dibedakan 
dalam hukum materiil dan hukum 
formil. Penegakan hukum materiil, 
termasuk didalamnya hukum pidana 
materiil, diperlukan adanya hukum 
pidana formil atau Hukum Acara 
Pidana Hukum Acara Pidana 
mengatur bagaimana cara 

melaksanakan hukum pidana, mulai 
dari timbulnya persangkaan adanya 
suatu perbuatan pidana (tindak 
pidana) sampai dengan pelaksanaan 
putusan. Tujuan dari hukum acara 
pidana yang tersusun dalam 
UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 
Tentang Hukum Acara Pidana, atau 
yang biasa disebut dengan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana (untuk selanjutnya disebut 
KUHAP), adalah untuk mencari dan 
mendapatkan atau setidak-tidaknya 
mendekati kebenaran materiil, 
kebenaran yang selengkap-lengkapnya 
dari suatu perkara pidana dengan 
menerapkan ketentuan hukum acara 
pidana secara jujur dan tepat dengan 
tujuan untuk mencari siapakah Pelaku 
yang dapat didakwa melakukan suatu 
pelanggaran hukum dan selanjutnya 
dilakukan penahanan. Sedangkan 
dalam pemeriksaan dan putusan di 
Pengadilan guna menentukan apakah 
terbukti bahwa suatu tindak pidana 
telah dilakukan dan apakah Orang 
yang didakwa itu bisa dipersalahkan. 
Berkaitan dengan hal tersebut, 
disebutkan dalam Pasal 1 angka (20) 
KUHAP bahwa penangkapan adalah 
suatu tindakan penyidik berupa 
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pengekangan kebebasan sementara 
waktu tersangka atau terdakwa 
apabila terdapat cukup bukti guna 
kepentingan penyidikan atau 
penuntutan dan atau peradilan dalam 
hal menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini. Ketentuan lebih 
lanjut mengenai prosedur 
penangkapan diatur dalam Pasal 18 
KUHAP yang menyatakan bahwa : 1. 
Pelaksanaan tugas penangkapan 
dilakukan oleh Petugas Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dengan 
memperlihatkan surat tugas serta 
memberikan kepada tersangka surat 
perintah penangkapan yang 
mencantumkan identitas tersangka 
dan menyebutkan alasan 
penangkapan serta uraian singkat 
perkara kejahatan yang 
dipersangkakan serta tempat ia 
diperiksa. 2. Dalam hal tertangkap 
tangan penangkapan dilakukan tanpa 
surat perintah, dengan ketentuan 
bahwa penangkap harus segera 
menyerahkan tertangkap beserta 
barang bukti yang ada kepada 
penyidik atau penyidik pembantu 
yang terdekat. 3. Tembusan surat 
perintah penangkapan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) harus 
diberikan kepada keluargannya segera 
setelah penangkapan dilakukan. 3 
Berkaitan dengan hal tersebut, maka 
Penyidik dalam melakukan 
penangkapan terhadap seseorang 
yang disangka telah melakukan suatu 
tindak pidana, penyidik harus 
memiliki cukup bukti, baik mengenai 
unsur tindak pidana yang 
dipersangkakan maupun mengenai 
identitas seseorang yang disangka 
tersebut. Namun dalam praktiknya 
tidak menutup kemungkinan bahwa 
dalam proses penangkapan terjadi 
salah tangkap. Terjadinya salah 

tangkap oleh Penyidik Polri, dalam 
istilah hukum disebut dengan error in 
persona yang artinya kekeliruan atau 
kekhilafan mengenai orangnya.”2 
Korbani salahi tangkapi memilikii 
suatui kerugiani yangi harusi segerai 
dilakukani penanganan,i khususnyai 
padai kerugiani immateriil.i Kerugiani 
yangi utamai adalahi terkaiti 
tercemarnyai namai baiki merekai 
olehi stigmai negatifi darii 
masyarakati sekitar.i Kompensasii 
yangi diberikani olehi Negarai 
terhadapi Korbani salahi tangkapi 
yangi berbentuki materiil,i belumi 
cukupi untuki mengembalikani namai 
baiki mereka.i Ironisnyai adalahi 
ketikai stigmai negatifi terhadapi 
merekai tersebuti terjadi,i bukani 
hanyai haki kemerdekaannyai sajai 
yangi hilang,i namuni haki untuki 
bersosiali puni jugai tertindas,i 
sehinggai disampingi adanyai 
tuntutani gantii rugii kepadai Negara,i 
makai jugai dibutuhkani rehabilitasii 
terhadapi korbani salahi tangkap.i 
Konsekuensii hukumi dalami kasusi 
salahi tangkapi tersebuti seharusnyai 
tidaki hanyai bagii pihaki korbani 
yangi menjadii korbani salahi 
tangkap,i namuni seharusnyai demii 
memenuhii rasai keadilani dalami 
masyarakati semestinyai jugai adai 
tanggungi jawabi darii polisii 
penyidiknyai sendiri.i Tanggungi 
jawabi hukumi darii penegaki hukumi 
dalami hali inii yaitui Kepolisiani 
Negarai Republiki Indonesiai 
mengacui kepadai ketentuani dalami 
peraturani tentangi Kepolisiani yaitui 
dalami UndangUndangi Nomori 2i 
Tahuni 2002i Tentangi Kepolisiani 
Republiki Indonesia.i Isii darii 
Undangi undangi inii mengaturi 
tentangi fungsi,i tugasi dani 
wewenangi darii anggotai Kepolisiani 
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Negarai Republiki Indonesiai sebagaii 
penegaki hukum.i Berdasarkani padai 
kasusi yangi telahi diuraikani 
sebelumnyai jelasi terlihati adanyai 
unsuri kelalaiani darii polisii penyidiki 
yangi tidaki profesionali menanganii 
suatui kasusi pidana.i Jikai maui 
diungkapi secarai jujur,i sebenarnyai 
masihi banyaki kasusi salahi tangkapi 
yangi tidaki terungkapi yangi 
dilakukani aparati kepolisian,i tetapii 
karenai parai korbani salahi tangkapi 
selalui beradai dii bawahi ancamani 
sehinggai merekai menerimai nasibi 
dengani menjalanii hukumani atasi 
perbuatani yangi tidaki pernahi 
dilakukannya.i Sistemi kerjai aparati 
kepolisisani harusi dievaluasi,i karenai 
penetapani orangi taki bersalahi 
sebagaii tersangkai adalahi sebuahi 
kekeliruani besari dani kasusi inii 
adalahi suatui bentuki pelangarani 
HAMi dani viktimologii menjadii 
usahai untuki menghadapii dani 
menanggulangii masalahi kejahatani 
dalami berbagaii bidangi kehidupani 
dii dunia.”3i Kitabi Undang-Undangi 
Hukumi Pidanai dani Kitabi Undang-
Undangi Hukumi Acarai Pidanai 
tidaki mengaturi secarai spesifiki 
mekanismei rehabilitasii korbani 
salahi tangkap.i Keduai aturani 
hukumi itui jugai tidaki mengacui 
padai Undang-Undangi Nomori 12i 
Tahuni 2005i tentangi Ratifikasii 
Kovenani Internasionali Hak-Haki 
Sipili dani Politik.i Akibatnya,i 
mekanismei resmii rehabilitasii ataui 
pemulihani namai baiki korbani 
membingungkan.i Pemulihani yangi 
adai saati inii jugai masihi sangati 
bergantungi padai keaktifani korban.i 
Sebaliknya,i polisii hanyai perlui 
bersikapi pasifi Untuki kebijakani 
pencegahani terjadinyai kesalahani 
proseduri penangkapani ataupuni 

penahanani ataui kesalahani proseduri 
hukumi yangi dilakukani aparati 
hukumi tentunyai dengani carai 
meningkatkani budayai hukumi 
aparati penegaki hukumi yangi 
berimplikasii padai systemi peradilani 
pidana.i Dani dalami hali inii Negarai 
harusi bertanggungi jawabi untuki 
melakukani koreksii ataupuni sanksii 
administratifi bagii aparati penegaki 
hukumi yangi tidaki cakapi dalami 
menjalankani tugasnya,i dalami hali 
inii diserahkani sepenuhnyai kepadai 
instansii masing-masingi dani jikai 
akibati kelalaiani aparati hukumi 
yangi melakukani salahi tangkapi itui 
mengakibatkani kematiani makai 
perlui dilakukani penerapani sanksii 
pidana.Adanyai kesalahani proseduri 
yangi dilakukani aparati penegaki 
hukumi ketikai melakukani 
identifikasii pelakui padai saati 
penyelidikani dani penyidikani suatui 
perkarai pidanai dapatlahi dipandangi 
sebagaii lemahnyai kemampuani 
profesionalismei aparati penegaki 
hukumi dani dapati mengakibatkani 
lemahnyai systemi peradilani pidana.i 
Kewenangani Polrii dirumuskani 
dalami Pasali 13i Undang-Undangi 
Nomori 2i Tahuni 2002i tentangi 
Kepolisiani Negarai Republiki 
Indonesia,i adalah:i 1.i Memeliharai 
keamanani dani ketertibani 
masyarakat.i 2.i Menegakkani hukumi 
3.i Memberikani perlindungan,i 
pengayoman,i dani pelayanani padai 
masyarakat.i Perinciani tugas-tugasi 
polisii sebagaimanai yangi terterai 
diatas,i mencapaii dani memeliharai 
ketertibani merupakani tugasi pokoki 
yangi harusi dilakukani olehi polisi.i 
Persoalani mulaii timbuli padai saati 
dipertanyakani dengani carai 
bagaimanakahi tujuani tersebuti 
hendaki dicapai.i Ternyatai pekerjaani 
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kepolisiani tersebuti hanyai bolehi 
dijalankani dengani mengikutii dani 
mematuhii berbagaii pembatasani 
tertentu.i Salahi satui 6i darii 
pembatasan-pembatasani tersebuti 
adalahi hukum.i Polisii ditugasii 
untuki menciptakani dani memeliharai 
dani ketertibani dalami hukumi yangi 
berlaku.i Dalami hali inii yangi 
berwenangi melakukani penyelidikani 
diaturi dalami Pasali 1i butiri 4,i 
Penyelidiki adalahi pejabati Polisii 
Negarai Republiki Indonesiai yangi 
diberii wewenangi olehi 
undangundangi inii untuki 
melakukani penyelidikan.i 
Selanjutnya,i sesuaii dengani Pasali 4,i 
yangi berwenangi melaksanakani 
fungsii penyelidikani adalahi “setiapi 
pejabati Polisii Negarai Republiki 
Indonesia”.i Tegasnya:i Penyelidiki 
adalahi setiapi pejabati Polri.i Jaksai 
ataui pejabati laini tidaki berwenangi 
melakukani penyelidikan.i 
Penyelidikan,i “monopolii tunggal”i 
Polri.i Darii penegasani bunyii Pasali 
4i KUHAP,i dijernihkani aparati yangi 
berfungsii dani berwenangi 
melakukani penyelidikan,i hanyai 
pejabati Polri,i tidaki dibenarkani 
adanyai campuri tangani darii 
instansii dani pejabati lain.i   

 

METODE PENELITIAN  

1. Jenis Penelitian Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 
peneltian yuridis normatif. Penelitian 
yuridis normatif adalah penelitian 
yang mengacu dan mengarah pada 
norma dan asas-asas hukum serta 
bersumber dari bahan pustaka, 
perundangundangan dan putusan 
pengadilan. Padai hakikatnyai 
penelitiani merupakani suatui 

kegiatani ilmiahi yangi didasarkani 
padai metode.i 2.i Jenisi dani Sumberi 
Datai Datai yangi dii dapati dalami 
penulisani inii merupakani datai 
sekunder.i Datai sekunderi adalahi 
datai yangi penelitii perolehi darii 
penelitiani kepustakaani dani 
dokumeni yangi merupakani hasili 
penelitian,i pengilahani orangi laini 
yangi sudahi tersediai dalami bentuki 
buku,i makalah,i dani dokumeni laini 
yangi biasanyai disediakani dii 
perpustakaani ataui miliki pribadi.i Dii 
dalami penelitiani ini,i datai sekunderi 
mencakupi Bahani Hukumi Primeri 
dani Bahani Hukumi Tersier.i 3.i 
Tekniki Pengumpulani Datai Tekniki 
pengumpulani datai yangi digunakani 
adalahi studii pustakai dani studii 
dokumen,i yaitui pengumpulani datai 
yangi dicarii darii buku,i undang-
undang.i 4.i Analisisi Datai 
Pengelolaani datai dilakukani secarai 
manual,i bukani statistik.i 
Menggunakani metodei studii 
kepustakaani dengani mengutipi darii 
berbagaii sumberi bacaani yangi 
berkaitani dengani pokoki 
permasalahan.i Setelahi terkumpuli 
kemudiani dii analisisi dengani 
analisisi kualitatif,i yaitui datai 
diperolehi darii penelitiani yangi 
bersifati teori-teorii tentangi dasari 
pertimbangani hakimi dalami 
menjatuhkani putusani pidana. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.i Kedudukani Kepolisiani Dalami 
Strukturi Organisasii Negarai  

Menuruti Kamusi Umumi Bahasai 
Indonesiai yangi dimaksudi dengani 
strukturi adalahi carai bagaimanai 
sesuatui disusun;i susunani ataui 
bangunan.i Darii artii strukturi 
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tersebuti dapati dipahamii bahwai 
strukturi organisasii mengandungi 
artii suatui susunan,i ataui bangunani 
darii organisasii yangi terdirii darii 
bagian-bagian,i dimanai bagiani yangi 
satui dengani yangi laini salingi 
terkaiti dani berhubungani untuki 
mendukungi tujuani organisasii 
secarai penuh.i Dengani demikiani 
strukturi organisasii Kepolisiani dapati 
dipahamii sebagaii suatui susunani 
ataui bangunani darii organisasii 
kepolisiani untuki mencapaii suatui 
tujuan.i Susunani tersebuti diaturi 
secarai berjenjangi yangi terdirii darii 
bagian-bagiani ataui unsur-unsuri 
yangi salingi berhubungani satui 
samai laini bekerjai bersamai untuki 
mencapaii tujuani organisasi.i Dii 
dalami setiapi organisasii mempunyaii 
strukturi baiki secarai formali 
maupuni secarai informali Strukturi 
formali meliputii bagani organisasii 
dani garisi otoritasi (misalnya,i 
kepala,i wakili kepala,i kepala-kepalai 
bidang,i sub-subi bidangi dani lain-
lain).i Menuruti Bergeri strukturi 
informali darii organisasii inii 
berfungsii untuki mempertahankani 
sistemi organisasii dengani 
melancarkani situasii yangi sulit,i 
mengisii ketimpangani yangi 
ditinggalkani terbukai olehi proseduri 
formal.i Beranjaki darii pengertiani 
organisasii sebagaimanai 
dikemukakani olehi Dwighti Waldo,i 
bahwai organisasii adalahi strukturi 
antari hubungani pribadii yangi 
berdasarkani atasi wewenangi formali 
dani kebiasaani dii dalami suatui 
sistemi administrasi.i 17i Dengani 
demikiani hubungani antarai 
kepolisiani pusati dani daerahi 
sebagaii hubungani yangi 
berdasarkani atasi wewenangi formali 
dani sistemi administrasi,i artinyai 

wewenangi yangi melekati 
berdasarkani ketentuani undang-
undangi untuki mengatur,i 
melaksanakani tugasi dani wewenangi 
organisasii yangi tersusuni dalami 
satui sistemi administrasi.i Asumsii 
dasari tentangi organisasii inii 
sebagaimanai dikemukakani olehi 
parai pemikiri alirani strukturali 
modem,i sepertii Tomi Bum,i Stalker,i 
Peteri M.i Blaui dani beberapai 
pendukungi lainnya,i bahwai 
organisasii adalahi merupakani suatui 
institusii yangi rasionali dengani 
maksudi untuki mencapaii tujuani 
yangi telahi ditetapkan.i Perilakui 
organisasii yangi rasionali dapati 
dicapaii dengani baiki melaluii suatui 
sistemi aturani yangi jelasi dani 
otoritasi yangi formal.i Atasi dasari 
asumsii tersebuti dapati dicermati,i 
bahwai organisasii Kepolisiani adalahi 
institusii rasionali yangi eksistensinyai 
untuki memeliharai keamanani dani 
ketertibani masyarakati dani memilikii 
otoritasi sesuaii yangi diaturi dalami 
peraturani perundangundangan.i Hali 
inii untuki memudahkani 
pengendaliani organisasii akani tetapii 
resikoi darii penjenjangani susunani 
organisasii inii menjadikani sistemi 
pengendaliani bercoraki komando,i 
sehinggai akani dapati berpengaruhi 
terhadapi pelaksanaani tugasi dani 
wewenangi Kepolisiani sebagaii 
pengembani profesi.i Secarai teoritisi 
pembagiani daerahi hukumi 
terkonsepi akani pentingnyai 
pembagiani kewenangani 
berdasarkani daerahi dani batasi 
tanggungjawab.i Modeli pembagiani 
kewenangani antarai pusati dani 
daerahi inii mengingatkani padai 
suatui konsepi pemerintahani dengani 
sistemi sentralisasii dani 
desentralisasi.i Dii dalami negarai 
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kesatuani ke-duai sistemi inii 
menuruti Hoesseini harusi dalami 
posisii seimbangi dani tidaki 
mungkini memilihi salahi satu,i 
karenai akani terjadii anarkhi,i olehi 
karenai itui diambili jalani tengah,i 
yaknii desentralisasii dani sentralisasi.i 
Menuruti Litvack&Seddoni artii 18i 
desentralisasii adalahi “thei transferi 
ofi authorityi andi responsibilityi ofi 
publici functioni fromi centrali 
governmenti toi subordinatei ori 
quasi-independenti governmenti 
organizationi ori hei prevatesector”i 
transferi kewenangani dani 
tanggungjawabi fungsifungsii publik,i 
transferi inii dilakukani darii 
pemerintahi pusati kepadai pihaki 
lain,i baiki kepadai daerahi bawahan,i 
organisasii pemerintahi yangi semii 
bebasi ataupuni kepadai sektori 
swasta).”8i Melihati lembagai 
kepolisiani adalahi kepolisiani 
nasionali yangi terpusati dii Markasi 
Besar,i sedangkani pelaksanaani tugasi 
dani wewenangnyai terkonsepi 
pembagiani daerahi hukum,i dengani 
demikiani hubungani kepolisiani 
tingkati pusati (Mabesi Polri)i dengani 
kepolisiani dii tingkati Propinsii 
(Polda)i menganuti sistemi 
desentralisasii administrasii dani 
sentralisasii secarai seimbang.i 
Konsepi sentralisasii tercermini padai 
sistemi pengangkatani Kepalai 
Kepolisiani Daerahi (Kapolda)i dani 
Kepalai Kepolisiani Wilayahi 
(Kapolwil)i sertai kenaikani pangkati 
tertentui yangi menjadii otoritasi 
Mabesi Polri,i pelaporani atasi 
tanggungjawabi penyelenggaraani 
kepolisiani ditingkati daerah,i 
distribusii saranai dani prasaranai 
sertai anggaran,i sedangkani 
desentralisasii tercermini darii adanyai 
pembagiani daerahi hukum,i 

pengoperasionalani anggarani dani 
pendelegasiani wewenangi terbatas.i 
Pendelegasiani wewenangi Mabesi 
kepadai Poldai inii adalahi 
merupakani salahi satui bentuki 
desentralisasii administrasi,i 
sebagaimanai pembagiani tipei 
desentralisasi.i Desentralisasii 
administrasii yangi dimaksudi adalahi 
transferi kegiatani ataui aktivitasi 
pemerintahani pusati kepadai pejabat-
pejabati ditingkati daerahi dengani 
tujuani agari penyelenggaraani 
pemerintahani dapati lebihi efektifi 
dani efisien.i Demikiani halnyai 
penjenjangani organisasii kepolisiani 
tingkati Mabesi Polrii kepadai Poldai 
adalahi merupakani transferi aktivitasi 
ataui kewenangani yangi telahi 
dipilihi dani dipilahi olehi pusati 
(Mabes)i untuki dilaksanakani olehi 
jenjangi organisasii dibawahnya,i 
yaknii Poldai dani berjenjangi 
ketingkati Polwili sampaii Polres.i 
Penjenjangani strukturi organisasii 
darii tingkati Mabesi sampaii tingkati 
kewilayahani padai dasarnyai 
ditekankani padai pembagiani daerahi 
hukumi dani tanggungjawabi dalami 
rangkai mencapaii tujuani organisasi,i 
dimanai masing-masingi jenjangi 
memilikii strukturi organisasii sendirii 
yangi memilikii garisi hubungani 
vertikali darii atasi kei bawahi 
(topdown)i dani dengani sistemi 
pertanggungjawabani darii bawahi kei 
atasi (bottomi up).i Jenjangi organisasii 
tersebuti terdirii darii Markasi Besari 
Kepolisiani Negarai Republiki 
Indonesiai disingkati Mabesi Polrii 
beradai ditingkati pusat,i Kepolisiani 
Negarai Republiki Indonesiai Daerahi 
disingkati Poldai beradai dii daerahi 
dalami strukturi dii bawah,i 
Kepolisiani Wilayahi (Polwil)i beradai 
dii wilayahi dani dii bawahi Polda,i 
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Kepolisiani Resorti (Polres)i beradai 
dii bawahi Polwil,i bahkani sampaii 
tingkati Kepolisiani Sektori (Polsek).i 
Inii semuai sebagaii matai rantaii 
yangi tidaki terputus,i sehinggai 
segalai pertanggungjawabani 
penyelenggaraani kepolisiani olehi 
organisasii tingkati bawahi dilakukani 
berjenjangi sampaii tingkati atasi 
(Mabesi Polri),i sepertii Polseki 
bertanggungjawabi kepadai Polres,i 
Polresi bertanggungjawabi kepadai 
Polwil,i Polwili bertanggungjawabi 
kepadai Poldai dani Poldai 
bertanggungjawabi kepadai 
organisasii ditingkati Mabes,i baiki 
secarai strukturali maupuni 
fungsional.i 20i Selaini itui hubungani 
yangi bersifati horizontali ataui 
menyampingi dengani organisasii 
kepolisiani tingkati daerahi bersifati 
koordinatifi ataui bantuan,i misalnyai 
Poldai dengani Polda,i Polwili dengani 
Polwili hinggai tingkati Polresi dani 
Polseki dalami satui daerahi maupuni 
dii luari daerah.i Dii dalami 
Keputusani Presideni No.i 70i Tahuni 
2002i tentangi Organisasii dani Tatai 
Kerjai Kepolisiani Negarai Republiki 
Indonesiai disebutkan,i bahwai 
organisasii kepolisiani disusuni secarai 
berjenjangi darii tingkati pusati 
sampaii kei kewilayahan..i Jenjangi dii 
tingkati pusati disebuti Markasi Besari 
Kepolisiani Negarai Republiki 
Indonesiai disingkati Mabesi Polrii 
dani ditingkati kewilayahani disebuti 
Kepolisiani Negarai Republiki 
Indonesiai Daerahi disingkati Polda.i 
Dii tingkati Kepolisiani Negarai 
Republiki Indonesiai Daerahi (Polda)i 
memilikii jenjangi kei kesatuani 
wilayahi yangi disebuti dani disingkati 
Polwil/Polwiltabes,i Polres/Polrestai 
dani Polsek/Polsektai yangi setiapi 
jenjangi ataui tingkatani memilikii 

unsur-unsur.i Berdasarkani Keppresi 
No.i 70i Tahuni 2002i tersebuti 
strukturi organisasii dii tingkati 
Mabesi Polrii memilikii unsur-unsuri 
yangi terdirii dari:i a.i Unsuri 
Pimpinani b.i Unsuri pembantui 
pimpinani dani pelaksanai stafi c.i 
Unsuri Pelaksanai Pendidikani dani 
atau/Pelaksanai Stafi Khususi d.i 
Unsuri Pelaksanai Utamai Pusati e.i 
Satuani organisasii penunjangi 
lainnya.i Tindaki lanjuti darii 
Keputusani Presideni No.i 70i Tahuni 
2002i tersebuti kemudiani 
dikeluarkani Keputusani Kapolrii No.i 
Pol.:i Kep/i 53/X/2002i tanggali 17i 
Oktoberi 2002i tentangi Organisasii 
dani Tatai Kerjai SatuanSatuani 
Organisasii Padai Tingkati Markasi 
Besari Kepolisiani Negarai Republiki 
Indonesiai yangi kemudiani dirubahi 
dengani 21i Keputusani Kapolrii No.i 
Pol.i :Kep/30AT/2003i tanggali 30i 
Junii 2003i tentangi Perubahani Atasi 
Keputusani Kapolrii No.i Pol.i 
:Kep/53/X/i 2002,i tanggali 17i 
Oktoberi 2002i tentangi Organisasii 
dani Tatai Kerjai Satuan-Satuani 
Organisasii Padai Tingkati Markasi 
Besari Kepolisiani Negarai Republiki 
Indonesia,i dani Keluarnyai 
Keputusani Kapolrii No.i 
Pol.:Kep/97/XII/2003i tanggal31i 
Desember2003i tentangi Perubahani 
Atasi KeputusanKapolriNo.i Pol:i 
Kep/53/X/2002i tanggali 17i Oktoberi 
2002i tentangi Organisasii dani Tatai 
Kerjai Itwasumi Polri,i Divpropami 
Polrii sertai Baintelkami Polri.i Dii 
dalami Keputusani Kapolrii No.i 
Pol.:Kep/53/X/2002i tersebuti 
mengaturi tentangi satuansatuani 
organisasii padai tingkati Mabesi 
Polri,i namuni demikiani belumi 
memuati Organisasii dani tatai kerjai 
Itwasumi Polri,i Divpropami dani 
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Baintelkani Polrii dengani segalai 
perubahannya,i makai kemudiani 
dikeluarkani Keputusani Kapolrii No.i 
Pol:i Kep/97/XII/2003i tanggali 31i 
Desemberi 2003i sebagaii 
penyempurnaannya.i Organisasii dani 
Tatai Kerjai Satuan-satuani Organisasii 
Padai Tingkati Markasi Besari 
Kepolisiani Negarai Republiki 
Indonesiai berdasarkani Keputusani 
KapolriNo.Pol.:i Kep/53A/2002i 
tanggali 17i Oktoberi 2002i Selaini 
jenjangi dii tingkati Mabesi Polrii 
untuki jenjangi dii tingkati 
kewilayahani dii aturi dalami pasali 
26i Keppresi No.i 70i Tahuni 2002i 
yangi substansinyai mengaturi 
tentangi Strukturi Organisasii dani 
Unsur-unsuri dii tingkati Polda,i dani 
Keputusani Kapolrii No.i Pol:i 
Kep/54/X/i 2002i tanggali 17i 
Oktoberi 2002i tentangi Organisasii 
dani Tatai Kerjai Satuan-Satuani 
Organisasii Padai Tingkati Kepolisiani 
Negarai Republiki Indonesiai Daerahi 
(Polda).i Unsur-unsuri padai tingkati 
Polda,i terdirii dari:i a.i Unsuri 
Pimpinani b.i Unsuri Pembantui 
Pimpinan/Pelaksanai Stafi 22i c.i 
Unsuri Pelaksanai Pendidikan/Stafi 
Khususi dani Pelayanani d.i Unsuri 
Pelaksanai Utama.i e.i Unsuri 
Pembantui Pimpinani dani 
Pelaksanaani Stafi Kewilayahani Polrii 
Wilayahi yangi disingkati Polwil.i 
Tugasi pokoki kepolisiani negarai 
republiki Indonesiai adalah:i a.i 
memeliharai keamanani dani 
ketertibani masyarakati b.i 
menegakkani hukumi c.i memberikani 
perlindungan,i pengayomani dani 
pelayanani kepadamasyarakat.i Salahi 
satui fungsii pemerintahani 
sebagaimanai dimaksudi dalami pasali 
2i dikaitkani dengani rumusani pasali 
13i Undang-undangi No.i 2i Tahuni 

2002i tersebuti mengandungi maknai 
yangi samai dengani tugasi pokoki 
kepolisian,i sehinggai fungsii 
kepolisiani jugai sebagaii tugasi 
pokoki kepolisian.i Dengani 
demikian,i tugasi pokoki Kepolisiani 
dapati dimaknaii sebagaii fungsii 
utamai kepolisiani yangi merupakani 
salahi satui fungsii pemerintahan.i 
Istilahi pemerintahi disinii 
mengandungi artii sebagaii 
organ/badan/alati perlengkapani 
negarai yangi diserahii pemerintahan,i 
yangi salahi satui tugasi dani 
wewenangnyai adalahi memeliharai 
keamanani dani ketertibani 
masyarakati sertai menyelenggarakani 
kepentingani umumi (publici 
servent),i sehinggai fungsii 
pemerintahani adalahi fungsii darii 
lembagai pemerintahi yangi 
dijalankani untuki mendukungi 
tujuani negara,i karenai pemerintahi 
dalami artii sempiti merupakani salahi 
satui unsuri darii sistemi 
ketatanegaraan. 

B.i Pengaturani Hukumi Bagii 
Korbani Salahi Tangkapi didalami 
Prosesi Sistemi Peradilani i Pidanai  

 Korbani salahi tangkapi adalahi 
seseorangi ataui sekelompoki orangi 
yangi mengalamii penderitaani fisik,i 
mental,i dan/ataui kerugiani ekonomii 
yangi diakibatkani kesalahani aparati 
negarai dalami penangkapani pelakui 
dengani sewenang-wenangi ataui 
tidaki berdasarkani undang-undang.i 
“14Sebagaii sebuahi Negarai hukum,i 
Indonesiai mengenali suatui sistemi 
bakui yangi berkorelasii dengani 
prosesi penegakani hukumi sertai 
proteksii penuhi terhadapi suatui Haki 
Asasii Manusia.i Sistematikai 
peradilani integratifi tersebuti dikenali 
secarai luasi dengani sistemi 
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peradilani pidanai (integratedi 
criminali justicei system).i 
Eksistensinyai ditengahi kehidupani 
masyarakat,i prosesi peradilani 
pidanai memilikii tujuani demii 
mengatasii permasalahani kejahatani 
yangi beradai dii tengahi lingkungani 
masyarakat.i Keberhasilani sistemi 
peradilani pidanai dilihati darii 
mayoritasi laporani maupuni aduani 
korbani kriminali dapati dituntaskani 
dengani carai diseretnyai pelakui 
tersebuti kei mejai hijaui dani diputusi 
bersalahi dani mendapatkani 
hukumani pidanai yangi setimpal.i “i 
15i Ruangi lingkupi sistemi tersebuti 
mecakupi padai pencegahani 
timbulnyai kejahatani dii dalami 
masyarakat,i menuntaskani kejahatani 
yangi telahi terjadii sehinggai 
masyarakati merasai amani dalami 
menjalankani kehidupannya,i 
kemudiani memberikani efeki jerai 
bagii parai pelakui kejahatani agari 
tidaki mengulangii perbuatani yangi 
telahi dilakukannya.i Didalami 
menjalankani prosesi peradilani 
pidanai dii Indonesiai terdapati 
komponeni mutlaki dalami 
menggerakkannya.i Komponeni 
tersebuti yaknii instansii dii 
pemerintahani sepertii kepolisian,i 
kejaksaan,i pengadilan,i sertai 
Lembagai permasyarakatan.i Sistemi 
peradilani pidanai dii Indonesiai 
sejatinyai sebagaii suatui prosesi 
dalami menegakkani dani 
menjalankani hukumi pidanai yangi 
didalamnyai terbagii atasi 4i (empat)i 
macami subsitemi walaupuni dalami 
perkembangani ilmui hukumi dewasai 
inii memasukkani advokati sebagaii 
salahi satui subi sistemi peradilani 
pidanai yangi artinyai adai 5i subi 
sistemi yangi berperani didalami 
prosesi peradilani pidanai dii 

Indonesia.i Sistemi yangi dimaksudi 
yaknii sistemi penyidikani yangi 
dilaksanakani olehi kepolisian,i 
sistemi penuntutani yangi dilakukani 
lembagai kejaksaan,i sistemi 
mengadilii dani jugai memutuskani 
putusani hukumani pidanai yangi 
dilakukani darii badani peradilan,i 
sertai sistemi prosesi putusani pidanai 
yangi dilaksanakani olehi Lembagai 
permasyarakatani Keempati 
pelaksanaani subsistemi inilahi yangi 
merupakani suatui paketi dalami 
penegakani hukumi pidanai yangi taki 
terpisahkani sehinggai disebuti 
sebagaii Sistemi Peradilani pidanai 
Terpadu.i Lembagai yangi 
menjalankani prosesi peradilani 
pidanai dii Indonesiai memilikii 
ikatani erati sehinggai menimbulkani 
suatui koneksivitasi antarai Lembagai 
satui dengani Lembagai lainnya.i Hali 
inii dapati dibuktikani darii 
kedudukani Lembagai kepolisianni 
yangi merupakani Lembagai yangi 
menjadii gerbangi utamai dalami 
melakukani tindakani terhadapi suatui 
perkarai didalami sistemi peradilani 
pidanai dii Indonesia.i Kepolisiani 
berwenangi dalami mendeterminasii 
orangi yangi pantasi untuki disidiki 
sertai ditangkapi dani jugai ditahan.i 
38i Secarai nyatai Lembagai 
kepolisiani dalami menjalankani 
sistemi peradilani pidanai memilikii 
tupoksii yangi berhubungani dengani 
penindakani semacami penyelidikan,i 
penyidikan,i penangkapan,i dani 
penahanan,i sertai jugai penyitaan.i 
Dalami sistemi peradilani pidanai 
integratif,i tindakani sepertii itui 
bertujuani untuki menuntaskani 
setiapi perkarai yangi telahi masuki 
kei dalami Lembagai kepolisiani 
dengani maksudi agari prosesi 
tersebuti dapati ditempuhi dengani 
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waktui yangi efektif.i Kemudiani 
setelahi Lembagai kepolisiani 
masuklahi suatui perkarai yangi 
sedangi diprosesi kei Lembagai 
Kejaksaan.i Kejaksaani merupakani 
sebuahi Lembagai dii pemerintahi 
yangi menjalankani kewenangani 
negarai perihali penuntutani besertai 
kekuasaani lainnyai berdasarkani apai 
yangi adai Undang-Undang.i 
Kejaksaani dii Indonesiai memilikii 
fungsii yangi gandai dalami 
menjalankani tugasnyai yaknii selaini 
menjadii aparati penegaki hukumi 
kejaksaani ternyatai jugai memilikii 
pengaruhi dii lingkupani kekuasaani 
eksekutifi makai darii itui kejaksaani 
kerapi disapai sebagaii Penuntuti 
umumi ataui jugai Jaksa.i Sebagaii 
penuntuti umum,i kejaksaani 
menjalankani tugasnyai saati sudahi 
mendapatkani beritai acarai 
pemeriksaani darii hasili penyidikani 
olehi Lembagai kepolisian.i Setelahi 
suatui beritai acarai pemeriksaani itui 
diberikani olehi kepolisiani kepadai 
kejaksaan,i barulahi penuntuti umumi 
mulaii bekerjai dalami membuati 
surati dakwaani sesuaii dengani kasusi 
ataui perkarai dii beritai acarai 
pemeriksaani tersebut.i Makai darii 
itui sudahi sepatutnyai kepolisiani 
dani jugai kejaksaani bisai menjalini 
komunikasii yangi baiki sehinggai 
dapati terwujudnyai keadilani dalami 
menanganii perkarai hukumi yangi 
ada.i Setelahi kejaksaani kemudiani 
adai Lembagai Pengadilani yangi 
memilikii tugasi menjalankani 
kekuasaani kehakimani yangi 
dilakukani dengani carai 
menyelenggarakani prosesi peradilani 
yangi dilakukani olehi hakimi yangi 
memilikii fungsii menerima,i 39i 
memeriksa,i jugai mengadili,i sertai 
jugai menyelesaikani seluruhi prosesi 

perkarai yangi diterimai olehnya.i 
Lembagai Kepolisiani dani Lembagai 
Pengadilani memilikii hubungan,i hali 
inii ditinjaui darii sisii dimanai 
sewaktui penyidiki mengajukani 
suatui permintaani perihali 
perpanjangani prosesi penahanan,i 
jugai ijini penggeledahan,i sertai 
penyitaani dani pemeriksaani surat-
surat.i Korelasii diantarai penyidiki 
sertai hakimi jugai dapati dilihati saati 
tahapi pemeriksaani yangi beradai dii 
prosesi persidangan.i Sementarai 
hubungani antarai kejaksaani selakui 
penuntuti umumi dii dalami 
persidangani dengani hakimi yaitui 
bilamanai dii prosesi peradilan,i 
seorangi hakimi berpandangani 
bahwai suatui surati dakwaani yangi 
dirilisi olehi kejaksaani sebagaii 
penuntuti umumi tidaki lengkap,i jadii 
hakimi mempunyaii wewenangi 
untuki mengembalikani surati 
dakwaani tersebuti kei penuntuti 
umumi dengani tujuani agari surati 
dakwaani tersebuti direvisii olehi 
Kejaksaani selakui penuntuti umum.i 
Selesainyai prosesi dii Lembagai 
Pengadilan,i sistemi peradilani pidanai 
selanjutnyai berjalani menujui 
Lembagai Permasyarakatan.i 
Lembagai Pemasyarakatani 
merupakani suatui tempati yangi 
bergunai untuki menampungi parai 
terpidanai yangi sedangi menjalanii 
prosesi hukumannyai yangi telahi 
dipustuskani olehi Lembagai 
Pengadilan.i Didalami Lembagai 
Pemasyarakatani parai terpidanai 
mendapatkani pembinaani secarai 
fisiki dani mentali sepertii misalnyai 
pendidikan,i mempelajarii ilmui 
agama,i dani jugai mempelajarii ilmui 
kewirausahaani agari nantinyai kelaki 
jikai parai terpidanai dibebaskani 
mempunyaii tingkati kreativitasi yangi 
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biasi digunakani dalami menjalanii 
hidupi dii masyarakati tanpai 
mengulangii perbuatani yangi 
melanggari hukum.i 40i Keterkaitani 
yangi terjadii antarai Lembagai 
Pemasyarakatani didalami prosesi 
peradilani pidanai yaknii disaati 
Lembagai Kejaksaani melakasanakani 
konteksi tugasi ataui ditugaskani 
menjadii penuntuti umumi kemudiani 
mengeksekusii suatui putusani 
pengadilani yangi sudahi memilikii 
kekuatani hukumi tetapi yaitui 
dengani carai menyerahkani 
terpidanai kei Lembagai 
Pemasyarakatani untuki menjalanii 
prosesi masai hukumani terpidanai 
tersebut.i Semuai prosesi inilahi yangi 
dinamakani Sistemi Peradilani Pidanai 
yangi merupakani wujudi nyatai darii 
fungsii dani jugai tugasi dalami 
penegakani hukumi pidanai yangi 
terpadui demii menciptakani situasii 
yangi amani kondusifi dani sejahterai 
sertai menjunjungi tinggii keadilani 
sociali seluruhi rakyati Indonesia.i 
Implementasii konsepsii negarai 
hukumi didalami menerapakani 
sistemi peradilani pidanai dikenali 
menganuti sistemi Duei Processi 
Modeli (DPM).i Sistemi inii dilihati 
sebagaii prosesi didalami sistemi 
peradilani pidanai yangi berfokusi 
dalami penanganani seorangi 
terdakwai dilakukani dengani carai 
yangi adili dani sejalani dengani 
konstitusii yangi beradai dii 
Indonesia.i Dalami Duei Processi 
Modeli hak-haki tiapi individui dani 
jugai martabatnyai dii dalami prosesi 
peradilani itui sangati dijunjungi 
tinggii dani sangati dihargaii 
tentunya.i Sistemi Duei Processi 
Modeli inii adalahi cerminani kualitasi 
terbaiki darii prosesi hukumi 
integratifi sehinggai diharapkani 

mampui menciptakani keadilani 
untuki semuai pihak.i Pengadilani 
yangi bisai dibilangi adili merupakani 
pengadilani yangi mampui 
menjunjungi hak-haki individui sertai 
memberikani jaminani kepadai setiapi 
individui bahwai tidaki mungkini 
dihukumi secarai tidaki imbang.i 
Suatui sistemi hukumi yangi baiki 
dani adili akani terwujudi bilamanai 
aparati penegaki hukumi yangi dalami 
menanganii perkarai didalami prosesi 
peradilani pidanai itui tidaki hanyai 
menjalankani tugasnyai belakai akani 
tetapii jugai 41i aparati tersebuti harusi 
ikuti memastikani bahwai segalai haki 
setiapi individui ataui wargai negarai 
yangi sedangi beradai dii dalami 
sistemi peradilani pidanai tersebuti 
sudahi diterapkani sesuaii proseduri 
bakui yangi obyektif.i Indonesiai 
dikenali menggunakani sistemi Duei 
Processi Modeli ataui DPMi dalami 
menjalankani prosesi sistemi 
peradilani pidananya,i hali inii bisai 
dilihati darii beberapai asasi dani jugai 
peraturani perundangundangani 
yangi terdapati dii Indonesia.i 
konsewensii penerapani DPLi ialahi 
adanyai pengakuani yangi mutlaki 
atasi Haki Asasii Manusiai didalami 
menjalankani sistemi peradilani 
pidanai  

C.i Bentuki Pertanggungjawabani 
Polisii  

Pertanggungjawaban Pidana 
Anggota polisi yang melakukan 
kejahatan terhadap kemerdekaan 
seseorang (kesalahan dalam 
menangkap orang) diancam dengan 
hukuman pidana, karena masalah 
menangkap orang berhubungan erat 
dengan hak asasi manusia dan 
kebebasan bergerak seseorang maka 
terhadap kekeliruan menangkap orang 
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diancam dengan hukuman Pasal 333 
KUHP, Pasal 334 KUHP, Pasal 335 
KUHP. Pasal 333 ayat (1) KUHP: (1) 
Barang siapa dengan sengaja menahan 
(merampas kemerdekaan) orang atau 
meneruskan tahan itu dengan 
melawan hak, dihukum penjara 
selamalamanya delapan tahun. (2) Jika 
perbuatan itu menyebabkan luka berat 
si tersalah dihukum penjara selama-
lamanya sembilan tahun. (3) Jika 
mengakibatkan mati, dikenakan 
pidana penjara paling lama dua belas 
tahun. (4) Pidana yang ditentukan 
dalam pasal ini berlaku juga bagi 
orang yang dengan sengaja memberi 
tempat untuk perampasan 
kemerdekaan yang melawan hukum. 
Andai kata petugas polisi tersebut 
keliru menangkap orang disebabkan 
ciriciri tubuh dari tersangka kebetulan 
sama dengan orang yang ditangkap, 
polisi tersebut tidak dapat diancam 
dengan hukuman Pasal 333 KUHP, 
karena unsur sengaja melakukan 
tindak pidana tidak terpenuhi. Lain 
halnya jika petugas polisi tersebut 
dalam melakukan penangkapan ia 
bertindak serampangan, kurang hati-
hati hingga lalai dan mengakibatkan 
kekeliruan menangkap, maka ia dapat 
diancam dengan Pasal 334 KUHP. 
Pasal 334 KUHP: (1) Barang siapa yang 
karena salahnya hingga orang. i  

 

SIMPULAN 

Fungsi polri dalam penegakan 
hukum di Indonesia di bidang 
pemeliharaan keamanan dan 
ketertiban masyarakat, penegak 
hukum, perlindungan, pengayoman, 
dan pelayanan kepada masyarakat. 
Melakukan proses penyelikan hingga 
penyidikan perkara. Perlindungan 

hukum terhadap korban salah tangkap 
atau kesalahan dalam penyidikan 
yang diatur dalam kuhap adalah 
dengan pemberian ganti kerugian dan 
rehabilitasi. Mekanisme pengajuan 
tuntutan ganti rugi sebagaimana 
akibat dari penahanan yang tidak sah 
diatur dalam pasal 95 KUHAP. 
Pertanggungjawaban penyidik polri 
terhadap korban salah tangkap 
terdapat dalam 3 (tiga) hal. Pertama, 
pertanggungjawaban pidana yang 
diatur dalam Pasal 333 KUHP, Pasal 
334 KUHP, Pasal 335 KUHP. Kedua, 
pertanggungjawaban perdata yaitu 
bentuk ganti rugi kepada korban salah 
tangkap dan ketiga 
pertanggungjawaban admisnistratif 
dan displin. Sanksi administratif dapat 
dijatuhkan dari yang paling ringan 
sampai yang paling berat, seperti 
teguran, teguran tertulis, penundaan 
kenaikan gaji, penundaan pangkat, 
diberhentikan dengan hormat dan 
dipecat 
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